SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi
untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih
dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 16

Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang

ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB.

Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang
ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar
pengenaan BBNKB.

Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang
ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar
pengenaan BBNKB.

Pasal 17

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan
Bermotor Angkutan umum untuk orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2),
diberikan kepada angkutan umum orang dengan
persyaratan dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki
izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan
menggunakan plat dasar warna kuning.

Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor
Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3), diberikan kepada angkutan
umum barang dengan persyaratan dimiliki oleh Badan
Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan
umum barang dan menggunakan plat dasar warna
kuning.

Pasal 18

Pengenaan PKB ambulance dan mobil jenazah,
pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan
scbesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
Pengenaan BBNKB ambulance dan mobil jenazah,
pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik
Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah ditetapkan
sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBENKB.
Pengenaan PKB ambulance dan mobil jenazah,
pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari dasar pengenaan PKB.

Pengenaan BBNKB ambulance dan mobil jenazah,
pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang
diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan
ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 19

Penghitungan dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk
Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB
untuk kendaraan di atas air.

NJKB untuk Kendaraan di atas air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU
atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama
bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dalam hal HPU atas suatu kendaraan di atas air tidak
diketahui, NJKB untuk kendaraan di atas air ditentukan
berdasarkan faktor:

a. penggunaan kendaraan di atas air;

b. jenis kendaraan di atas air;
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¢. merek kendaraan di atas air;

d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas
ainr;

e. isi kotor kendaraan di atas air,

{ banyaknya penumpang atau berat muatan
maksimum yang diizinkan;dan /atau

g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air

tertentu.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB
Pasal 20

Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan
berdasarkan NJAB.

NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan
pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak

sebelumnya.
Pasal 21

NJAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

dijadikan dasar pengenaan PAB.

(1)

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB

Pasal 22

Gubernur menetapkan NJKB dan NJAB sebagai dasar
penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB dan PAB
berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB dan

NJAB untuk:
a. kendaraan bermotor;

b. alat berat;

c. kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau

selisih NJKB ganti mesin;dan/atau

d. kendaraan bermotor yang masuk melalui Kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang jenis, merek, tipe dan nilai jual belum
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024
(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 5)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERAWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuail dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SET ROVINSI BENGKULU,

OSEFFENDI¢S.H., M.Hum.

Pembina Tk.!
NIP. 19721012 200212 1 004




